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A. Kesimpulan

MP3 dapat diartikan dalam dua hal, yakni sebagai program komputer
(software) dan medium penyimpanan dan menjalankan musik dan lagu. Dua arti
tersebut jika dilihat dari sisi hukum Hak Cipta, maka keduanya mendapatkan
perlindungan hak cipta.

MP3 dari segi form dan substance mendapat perlindungan Hak Cipta yang
meliputi Hak Ekonomi dan Hak Moral sehingga untuk setiap perbanyakan dan
pendistribusian dengan tujuan komersial harus dengan izin dari Penciptanya. Untuk
perlindungan MP3 dari segi form tidak terjadi pelanggaran dikarenakan untuk
software MP3 sendiri sudah dilisensikan sebagai free software sehingga untuk
perbanyakan dan pendistribusian menjadi legal. Permasalahan terkait MP3 dari segi
substance di Indonesia yaitu pengalihwujudan musik dan lagu yang menyebabkan
terjadinya perbanyakan ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta

sehingga hal tersebut menjadi ilegal.

B. Saran
Hasil kajian secara keseluruhan dari hasil analisis dan kesimpulan yang telah
dijabarkan sebelumnya, maka penulis ingin mencoba memberikan beberapa saran

yaitu sebagai berikut :
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1. MP3 termasuk Ciptaan yang dilindungi maka hendaknya dibuat
mekanisme penjualan Ciptaan dalam bentuk MP3 secara legal dan mudah
diakses oleh masyarakat dan diharapkan langkah ini bisa menekan
peredaran MP3 ilegal di Indonesia.

2. Pencipta lagu hendaknya wajib memahami substansi UU No. 19 Tahun
2002 sehingga dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan untuk
melindungi hasil Ciptaannya.

3. Pemerintah harus lebih giat untuk mensosialisaikan UU No 19 Tahun
2002 tentang hak cipta kepada khalayak umum sehingga menambah
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya suatu hak cipta sehingga
diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memerangi
pembajakan dan melakukan beberapa perubahan terhadap Peraturan
Perundang-undangan supaya dapat mengawal perkembangan teknologi
yang sangat cepat.

4. Lembaga yang bertindak sebagai wakil dari pencipta lagu untuk
memungut royalti dari para user (pemakai) seperti Yayasan Karya Cipta
Indonesia (YKCI) perlu diperbanyak untuk membantu para pencipta lagu
yang berada di Indonesia menghadapi pembajakan terhadap hasil Ciptaan

mereka.
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